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ABSTRACT

Narcotics are classified as intoxicating substances (muskir) and cause great harm
(danger) to people's minds, souls and morals, so that they are haram for production,

distribution or consumption. Its haraam is equated with khamr (liquor) based on
the arguments of the Qur'an and Hadith, such as Surah Al-Maidah verse 90 and the
‘hadith narrated by Muslims which states that anything intoxicating is haram. The
problem in this thesis is how 1o regulate the punishment for perpetrators of
narcotics crimes, how urgent is the imposition of the death penalty on perpetrators
of narcotics crimes, how is the application of the death penalty in the perspective
of Islamic Law on perpetrators of narcotics crimes. The research conducted is

normative research, namely research that uses laws and regulations as a basis for
solving the problems presented. The data used are secondary data and the data
collection method used in this research is library research. The regulation of the
death penalty for perpetrators of narcotics crimes is regulated in Articles 113, 114,

118,119, 121, 144 of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. The application of
the death penalty 1o perpetrators of narcotics crimes to narcotics dealers is very
appropriate because one of the major problems currently facing the Indonesian
‘nation is the circulation of narcotics which is very worrying and Indonsia can be
categorized as an emergency regarding the circulation of narcotics, the imposition
of the death penalty contained in Law Number 35 of 2009 is intended to provide a
deterrent effect. The application of the death penalty in the perspeciive of Isiamic
Law to perpetrators of narcotics crimes, especially producers, dealers, and dealers,

can be justified as a form of ta'zir (discretionary punishment) which aims to protect
the welfare of the people (mashlahah mursalah), especially in preserving the human
mind and soul. Scholars agree that narcotics are forbidden because they are
included in the category of muskir (intoxicants) or substances that climinate reason
and cause extraordinary harm (damage), damaging individuals and the social
order. This prohibition is based on the general principle in the Qur'an and Hadith
which prohibits everything that is bad and destructive. The majority of fugaha
(upiseg Jtiexe that drug crimes, especially those committed by dealers and

g\punishable by severe penalties, including the death penalry,
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلۡ أَدُلُّكُمۡ عَلَىٰ تِجَٰرَةٖ تُنجِيكُم مِّنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ  

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?, (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan terhadap Kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat hidayah, dan karunianya pada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skirpsi ini. Judul yang penulis pilih dalam penulisan Skripsi ini adalah : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika”.
Fungsi skripsi ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Program Studi Ilmu Hukum. 

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak sekali mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik itu dalam bentuk material maupun moril. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih terutama kepada :

Bapak Dr. H. Firmansyah, M.Si selaku Rektor Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.

Bapak Dr. Anwar Sadat, S.Ag.,M.Hum selaku Wakil Rektor I Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan.

Bapak Dr. Dedy Juliandry Panjaitan, M.Si selaku Wakil Rektor II Universitas Muslin Nusantara Al washliyah Medan.

Bapak Dr. Samsul Bahri, M.Si selaku Wakil Rektor III Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan.
Ibu Dr. Halimatul Maryani, S.H.,M.H  selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan sekaligus selaku Dosen Pembimbing  yang telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan untuk memberikan bimbingan, arahan dan wejangan selama proses penulisan skripsi ini.
Ibu Tri Reni Novita, S.H.,M.H sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan.
Bapak Dr. Muhammad Hizbullah, SH.I., MA sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan

Bapak Dr. Syahrul Bakti Harahap, SH.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan 
Ibu Erlinawati, S.Pd Selaku KTU Fakultas Hukum dan Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.

Orang tua tercinta yang dengan sabar dan tidak pernah lelah dalam mendidik dan memberi cinta yang tulus dan ikhlas kepada penulis serta yang sangat banyak memberikan doa dan dukungannya kepada saya.

Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca sekalian. Dan segala amal kebaikan yang telah Bapak/Ibu Dosen, Keluarga dan Sahabatku berikan akan mendapat balasan yang berlipat dari Allah SWT kelak dikemudian hari. Amin. Terima kasih.
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       NPM : 245114138

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUMAN MATI DALAM KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA 

Ilham

(245114138)

Narkotika digolongkan sebagai benda yang memabukkan (muskir) dan menimbulkan kemudaratan (bahaya) yang besar terhadap akal, jiwa, dan akhlak masyarakat, sehingga hukumnya haram untuk diproduksi, diedarkan, maupun dikonsumsi. Keharamannya disamakan dengan khamr (minuman keras) berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Hadis, seperti Surah Al-Maidah ayat 90 dan hadis riwayat Muslim yang menyatakan bahwa segala yang memabukkan adalah haram. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukuman terhadap pelaku tindak pidana narkotika, bagaimana urgensi penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika, bagaimana penerapan hukuman mati dalam perspektif Hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana narkotika.. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (library research). Pengaturan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika diatur dalam  Pasal 113, 114, 118, 119, 121, 144 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika kepada para pelaku pengedar narkotika sudah sangat tepat karena salah satu persoalan besar yang tengah di hadapi bangsa Indonesia adalah peredaran narkotika yang amat sangat menghawatirkan dan Indonesia dapat di kategorikan sebagai darurat terhadap peredaran narkotika, penjatuhan pidana mati yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dimaksudkan untuk memberikan efek jera. Penerapan hukuman mati dalam perspektif Hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana narkotika khususnya produsen, bandar, dan pengedar, dapat dibenarkan sebagai bentuk ta'zir (hukuman diskresioner) yang bertujuan untuk melindungi kemaslahatan umat (mashlahah mursalah), terutama dalam menjaga akal dan jiwa manusia. Ulama sepakat bahwa narkotika hukumnya haram karena termasuk dalam kategori muskir (memabukkan) atau zat yang menghilangkan akal dan menimbulkan kemudaratan (kerusakan) yang luar biasa, merusak individu dan tatanan masyarakat. Pengharaman ini didasarkan pada prinsip umum dalam Al-Qur'an dan Hadis yang melarang segala sesuatu yang buruk dan merusak. Mayoritas fuqaha (ahli fikih) memandang bahwa kejahatan narkotika, terutama yang dilakukan oleh bandar dan pengedar, dapat dikenakan hukuman berat, termasuk hukuman mati, melalui mekanisme ta'zir.
Kata Kunci: 
Hukum Islam, Narkotika, Hukuman Mati
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DAFTAR PUSTAKA.
BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang 

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan karena posisi Indonesia saat ini tidak hanya sebagai daerah transit maupun pemasaran narkotika, melainkan sudah menjadi daerah produsen narkotika. Hal ini dibuktikan dengan terungkapnya pabrik-pabrik pembuatan narkotika dalam bentuk besar dari luar negeri ke Indonesia. Karena saat ini letak Indonesia yang sangat strategis dan tidak jauh dari segi tiga emas (Laos, Thailand, dan Myanmar) dan daerah bulan sabit (Iran, Afganistan, dan Pakistan) yang merupakan daerah penghasil opium terbesar di dunia, menjadikan Indonesia sebagai lalu lintas gelap narkotika.

Mengetahui berbagai macam bahaya yang ditimbulkan atas penyalahgunaan narkotika, maka segala macam bentuk penyalahgunaan barang haram tersebut pun diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pembentukan undang-undang tersebut merupakan gambaran gencarnya Indonesia mempertahankan kriminalisasi terhadap tindak pidana narkotika. Selain itu, pembentukan undang-undang tersebut merupakan perwujudan konsistensi sikap proaktif Indonesia mendukung gerakan dunia internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana narkotika.

Di Indonesia saat ini, penjatuhan sanksi pidana berupa pidana penjara oleh hakim bagi pelaku tindak pidana narkotika merupakan salah satu kebijakan kriminal yang dianut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pidana yang dianut oleh hukum pidana selama ini, misalnya pada Pasal 10 KUHPidana.

Sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika salah satunya adalah sanksi pidana mati, yaitu dalam Pasal 114 ayat (2) berbunyi: “Dalam hal perbuatan menewarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana mati”.

Pelaku sebagai pengedar dimungkinkan dijatuhkan sanksi pidana mati contohnya diatur dalam Pasal 114, Pasal 115, Pasal 118, Pasal119 yang disesuaikan dengan kategori atau beratnya kejahatan yang dilakukan. Kejahatan narkotika sudah masuk keseluruh sendi-sendi kehidupan maka dari itu hukuman berupa pidana mati masih diperlukan dan harus secara konsisten diterapkan di Indonesia.

Pidana mati adalah pidana yang terberat dari segala jenis pidana, sebab itu ancaman pidana mati itu hanya ditujukan kepada para pelaku kejahatan yang berat seperti kejahatan yang ditujukan terhadap kepala negara dan wakil kepala negara yang diatur dalam Pasal 104 KUH. Pidana, kejahatan terhadap jiwa orang yaitu pembunuhan dengan berencana (Pasal 340 KUH. Pidana) dan kejahatan narkotika. Salah satu contoh kasus pidana mati yang pernah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Medan adalah kasus terpidana Ayodhya Prasad Chaubey, dalam hal kasus narkotika. 

Tentang pelaksanaan hukuman mati, ada pendapat yang pro dan ada juga pendapat yang kontra.

Aliran yang pro :

Pendirian yang berdasar kepercayaan dan sentimen tradisional menyebutkan bahwa nurani keadilan pada diri manusia menghendaki agar si pembunuh harus menghilangkan sendiri nyawanya atau manusia tidaklah berhak mengambil nyawa yang hanya pencipta saja berhak mencabutnya. Tapi nurani keadilan pada diri manusia itu bervariasi karena dunia kini terbagi tegas antara yang telah menghapuskan dan masih mempertahankan hukuman mati itu.

Pendirian yang utilitarian atau empirikal berpendapat bahwa hukuman mati memberikan efek-efek tertentu yang menonjol. Aliran ini terutama berkeyakinan bahwa hukuman mati itu mempunyai kekuatan unik untuk mencegah orang berbuat kejahatan.

Aliran yang kontra.

Menurut aliran ini tidak ada bukti bahwa hukuman mati itu lebih mampu mencegah atau melindungi masyarakat dari pada hukuman penjara seumur hidup. Keputusan hakim yangkeliru akan mengeksekusi terdakwa yang tidak bersalah atau berdosa.

Menurut putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 107/PUU-XIII/2015 dijelaskan bahwa :

Penerapan sanksi pidana mati bagi para pelaku tindak pidana narkotika tidak melanggar hak asasi manusia, karna terdapat asas (derogable right) yaitu hak seseorang yang bisa di batasi akan tetapi justru para pelaku tersebut telah melanggar hak asasi manusia lain,yang memberikan dampak terhadap kehancuran generasi muda di masa yang akan datang. Pidana mati telah diatur dalam Pasal 10 KUHP yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Pelaksanaan pidana mati tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Proses pelaksanaan hukuman mati di Indonesia tetap dipertahankan, tapi dalam pelaksanaannya sangat selektif dan cenderung hati-hati. Dalam hal penjatuhan pidana mati, hakim mempunyai kebebasan besar karena Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis memilih judul skripsi tentang : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika”.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bagaimana pengaturan hukuman terhadap pelaku tindak pidana narkotika ?

Bagaimana urgensi penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika ?

Bagaimana penerapan hukuman mati dalam perspektif Hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana narkotika ?
Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui pengaturan hukuman terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

Untuk mengetahui urgensi penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

Untuk mengetahui penerapan hukuman mati dalam perspektif Hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian  ini adalah sebagai berikut :

Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan literatur bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang masalah hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

Secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan juga aparat penegak hukum tentang hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Hukuman 

Menurut pendapat SR. Sianturi bahwa yang dimaksud dengan hukuman adalah “penamaan umum bagi semua akibat hukum karena melanggar suatu norma hukum”.
 Selanjutnya menurut Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana adalah “reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”.
 Menurut  Pompe yang dikutip oleh SR. Sianturi menyebutkan bahwa pidana adalah “semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaian”.

Berdasarkan pendapat para ahli yang dikemukakan  di atas, maka pidana harus :

Mengandung penderitaan atau konsekwensi lain yang tidak  menyenangkan.

Dikenakan pada seorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana

Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum

Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana.

Penjatuhan pidana atau hukuman adalah merupakan reaksi sosial yang :

Terjadi berhubung dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum.

Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar.

Mengandung penderitaan atau paling tidak konsekwensi lain yang tidak menyenangkan.

Menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar.

Berdasarkan beberapa pengertian dan ruang lingkup pemidanaan tersebut dapat diketahui bahwa pidana selalu mengandung unsur-unsur :

Pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).

Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-undang.

Sehubungan dengan pengertian pidana tersebut, pada akhir abad ke 19 terlihat adanya perkembangan sanksi di dalam hukum pidana berupa tindakan. 

Di Indonesia tindakan ini diterapkan di dalam hal-hal tertentu, dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, di samping pidana yang secara sengaja diterapkan sebagai penderitaan. Tindakan-tindakan ini terutama diterapkan kepada anak-anak dan terhadap orang-orang yang jiwanya terbelakang atau terganggu.

Tindakan-tindakan ini tidak dimaksudkan untuk menerapkan penderitaan melainkan bermaksud untuk memperbaiki, menyembuhkan dan mendidik orang-orang tertentu guna melindungi masyarakat. Jika tindakan ini sampai membawa penderitaan, maka hal ini jelas tidak dimaksudkan.

Titel II Buku I KUH. Pidana yang berjudul ‘hukuman’ (straffen), tergambar sistim hukum pidana yang diturut di Indonesia.sistim ini adalah sederhana, hanya disebutkan dalam Pasal 10 KUH.. Pidana 4 (empat) macam hukuman pokok, ditambah dengan 3 macam hukuman tambahan, yaitu :

Hukuman pokok, terdiri dari :

Hukuman mati

Hukuman penjara

Hukuman kurungan

Denda

Hukuman tambahan, yaitu :

Pencabuan hak-hak tertentu

Perampasan barang-barang tertentu

Pengumuman putusan hakim.

Hukuman Mati

Hidup pasti berakhir dengan kematian. Itu suatu fakta yang tidak dapat dibantah.meskipun tampaknya menakutkan, kematian kerapkali tidak menakutkan. Ungkapan di atas secara tidak berkelebihan dapat pula diterapkan terhadap ancaman pidana mati.

Pengertian hukuman mati tersebut secara sangat sederhana, yaitu hukuman yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan terhadap seorang terpidana dengan menghilangkan nyawa si terdakwa menurut cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian hukuman mati ini merupakan hukuman pokok yang paling berat dalam sistem pemidanaan di Indonesia.

Tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati, selalu diarahkan kepada khalayak ramai, agar mereka dengan ancaman hukuman mati akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka  dihukum mati. Berhubung dengan inilah, pada zaman dahulu hukuman mati dilaksanakan di muka umum.

Terkenal ialah cerita-cerita yang menggambarkan keadaan di Perancis revolusinya pada penghabisan abaad ke-18, dimana beberapa orang dalam suatu lapangan di muka umum menjalani hukuman mati dengan dipergunakan “guillotine”, yaitu suatu barang tajam berat, yang dijatuhkan dari atas kepada leher seseorang.

Menurut R.Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, dikemukakan sebagai berikut : Hukuman mati berturut-turut dihapuskan tahun 1847 di Michigan, 1848 di San Mario, 1849 di Venezuela, 1852 di Rhode Islan,m 1853 di Weschounsin, 1859 di Toskane, 1864 di Columbia dan Rumania, 1870 di Belanda, 1880 di Costa Rica, 1887 di Maine, 1890 di Italia, 1922 di Lithania, 1926 di Uruguay, 1930 di Chili, 1933 di Denmark dan 1941 di New Zeland. Beberapa darinegara ini kemudian mengadakan kembali hukuman mati. Di Negara Belanda tahun 1870 hukuman matihanya ditiadakan bagi Peradilan Pidana Sipil. Peradilan Pidana Militer masih tetap mengenal hukuman mati untuk kejahatan-kejahatan berat dengan syarat, bahwa menurut pendapat hakim keamanan Negara perlu dijatuhkan hukuman mati pada peristiwa tertentu.

Tahun 1943 Pemerintah Belanda mengadakan lagi hukuman mati dalam Peradilan Pidana Sipil, khusus untuk kejahatan-kejahatan berat yang   dilakukan oleh penjahat perang di wilayah negeri Belanda di Eropa Daratan selama wilayah itu diduduki Tentara Jerman.
 Tahun 1952 di Negeri Belanda dikeluarkan undang-undang tentang Hukum Pidana pada waktu perang, yang mempertahankan hukuman mati bagi kejahatan-kejahatan tertentu yang dilakukan selama perang atau yang hanya merupakana tindak pidana pada waktu perang. Ditentukan pula bahwa hukuman mati hanya dapat dijatuhkan oleh Pengadilan dengan suara bulat hakim, tetapi tidak lagi dengan syarat, bahwa Hakim Keamanan Negara menuntutnya.

Di Indonesia Pemerintah Kolonial Belanda pada waktu membentuk KUHP pada tahun 1915 menyimpang dari sikapnya di negaranya sendiri dan mempertahankan hukuman mati di Indonesia untuk kejahatan-kejahatan berat. Menurut JE. Jonkers dalam buku karangannya “Het Nederlandsch-Indisch Strafstelsel“ halaman 11 sebagaimana dikutip R. Wirjono Prodjodikoro menyebutkan dalam surat penjelasan atas rancangan KUHP Indonesia di muka Dewan Perwakilan Rakyat Belanda, hukuman mati bagi Indonesia masih dianggap perlu dengan mengutip kata-kata dari Menteri Kehakiman Belanda Modderman di depan Parlemen Belanda (Tweede Kamer) pada waktu itu membicarakan rancangan KUHP  Belanda, bahwa : “Negara mempunyai segala hak,  negara tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban, termasuk pertama-tama mempertajamkan tertib hukum.”

Meskipun diakui adanya banyak keberatan terhadap hukuman mati, dipertahankannya didukung sebagai suatu “noodrecht” (hukum darurat) terhadap oknum-oknum yang sangat membahayakan masyarakat, oknum-oknum tersebut untuk kepentingan masyarakat harus dimusnahkan secara radikal. Dipertimbangkan pula secara khusus, bahwa pada umumnya para penduduk asli di Indonesia dan juga orang-orang Timur Asing seperti Cina, Arab, India dan lain-lain takut dimatikan secara kekerasan, maka dari ancaman hukuman mati, baik dari sudut prevensi umum maupun prevensi khusus diharapkan ada lebih daya pencegah untuk melakukan kejahatan berat dari pada hukuman penjara seumur hidup.

Keberatan yang terang dirasakan oleh umum terhadap hukuman mati, ialah bahwa hukuman ini tidak dapat diperbaiki lagi, apalagi kemudian terbukti bahwa putusan hakim yang menjatuhkan hukuman mati itu, berdasarkan atas kekeliruan atau keterangan-keterangan yang ternyata tidak benar. Tetapi sekiranya kekeliruan ini jarang terjadi. Justru karena tentunya para hakim sudah sangat berhati-hati dalam menjatuhkan hukuman mati. Lain dari pada itu di Indonesia hukuman mati masih perlu diperlukan sebagai alat pencegah bagi orang-orang agar tidak melakukan kejahatan-kejahatan berat.

Seperti diketahui bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ternyata bahwa pidan mati itu hanya diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan berat kejahatan yang ditujukan terhadap kepala negara dan wakil kepala negara termasuk golongan ini makar terhadap Presiden dan wakil Presiden seperti yang diatur dalam Pasal 104 KUH. Pidana, kejahatan terhadap jiwa orang yaitu pembunuhan dengan berencana (Pasal 340 KUH. Pidana). Sedangkan terhadap tindak pidana di luar KUH. Pidana yang dapat dijatuhi hukuman mati adalah dalam kasus narkotika dan psikotropika, terorisme dan tindak pidana dibidang ekonomi.

Tinjauan Umum Tentang Narkotika 
Narkotika berasal dari bahasa Yunani ”narkoun” yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa.
 Narkotika sudah dikenal sejak tahun 2000 SM dengan istilah candu atau madat atau opium, yaitu sebagai alat untuk upacara-upacara ritual atau untuk pengobatan, dan perdagangan candu mulai berkembang pesat di Mesir, Yunani, Timur Tengah, Asia dan Afrika Selatan, dengan pemakai terbesar dari etnis Cina. Kemudian pada tahun 1803 seorang apoteker Jerman menemukan sejenis opium atau candu, yang diberi nama morfin (dari bahasa Latin ”morpheus” yaitu nama dewa mimpi Yunani).

Perbedaan psikotropika dengan narkotika adalah psikotropika merupakan suatu zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.  Sedangkan narkotika adalah suatu obat atau zat alami, sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan turunnya kesadaran, menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan perubahan kesadaran yang menimbulkan ketergantungan akan zat tersebut secara terus menerus.
Indonesia bukan hanya negara transit narkotika lagi, tetapi sudah menjadi negara konsumen dan produsen bahkan sudah menjadi pengekspor narkotika jenis ganja, ekstasi dan lain-lain dengan indikasi adanya pengiriman melalui paket dan kurir dari Indonesia ke luar negeri maupun paket dan kurir dari luar negeri yang di alamatkan langsung ke Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang sangat padat penduduknya, tentu saja merupakan pasar potensial narkotika. Sangat banyak  ditemukan jaringan peredaran narkotika yang berada di suatu negara termasuk Indonesia yang setelah dilacak ternyata mempunyai jaringan internasional.

Kemiskinan menyebabkan orang rentan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika. 

Penggunaan narkotika secara ilegal di seluruh dunia termasuk Indonesia menunjukkan peningkatan tajam merasuki semua bangsa dan umat semua agama, sehingga benar-benar mengkhawatirkan. Di tanah air sekarang penyalahgunaan narkotika sudah merambah di seluruh pelosok tanah air, segala lapisan sosial ekonomi, tempat hiburan, tempat kerja, hotel, dan lain-lain. 

Penyalahgunaan narkotika saat ini sudah memasuki kelompok remaja dan kaum muda bukan hanya di negara-negara industri maju dan bangsa-bansa yang kaya, tetapi juga kelompok remaja dan kaum muda di perkotaan maupun di pedesaan.  Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan salah satu beberapa jenis narkotika yang dilakukan tanpa aturan kesehatan maupun secara berkala atau teratur sehingga menimbulkan gangguan kesehatan maupun jasmani jiwa dan fungsi sosialnya.

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu bentuk penyimpangan perilaku. Apapun penyebabnya pesannya yang penting adalah bahwa penggunaan narkotika di luar keperluan medis berbahaya, merusak dan menimbulkan beban berat yang tidak terpikulkan bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan umat manusia. Penyalahgunaan narkotika adalah menggunakan narkotika dengan tidak tepat guna, tanpa hak dan melawan hukum. Sebagai contohnya adalah mengonsumsi narkotika dengan tidak tepat secara medis (tidak sesuai dosis dan indikasi klinisnya) serta tidak sah secara hukum (bukan orang/lembaga yang diberi ijin untuk menggunakannya, mengedarkannya atau memproduksinya).

Menurut Subagyo Partodiharjo, secara umum penyalahgunaan narkotika terdiri dari empat tahap, yaitu : tahap coba-coba, tahap pemula, tahap berkala, dan tahap tetap atau madat, yang selengkapnya adalah sebagai berikut:
Tahap coba-coba, merupakan tahap awal dalam pemakaian narkotika. Mulanya hanya mencoba, kemudian menjadi mau lagi dan lagi. Sangat sulit untuk mengenali gejala awal pemakaian narkotika ini karena tanda-tanda perubahan pada tubuh sebagai dampak narkotika belum terlihat. Hanya orang yang peka dan benar-benar akrab dengan pemakai saja yang dapat merasakan sedikit adanya perubahan perilaku seperti: timbulnya rasa takut dan rasa malu yang disebabkan oleh perasaan bersalah dan berdosa. 

Tahap pemula, merupakan peningkatan dari tahap coba-coba, semakin lama menjadi terbiasa. Anak mulai memakai narkotika secara insidentil (pada saat sedih, atau pada saat mau ke pesta), dan sudah merasakan kenikmatannya. Gejala yang muncul pada tahap ini adalah secara psikis menjadi lebih tertutup, jiwanya resah, gelisah, kurang tenang serta lebih sensitif, dan secara fisik berbeda-beda sesuai dengan jenis narkotika yang dipakai, dapat berubah menjadi lebih lincah, lebih periang, dan lebih percaya diri dan sebaliknya dapat berubah menjadi tampak lebih tenang atau pun mengantuk.

Tahap berkala, merupakan kelanjutan dari pemakai insidentil yang terdorong untuk memakai lebih sering lagi. Selain merasa nikmat, pemakai juga merasakan sakit kalau terlambat atau berhenti mengonsumsi narkotika, yang biasa disebut dengan kondisi sakaw. Gejala yang muncul pada tahap ini adalah secara psikis sulit bergaul dengan teman baru, pribadinya menjadi lebih tertutup, lebih sensitif, mudah tersinggung, mulai gemar berbohong, dan secara fisik bila sedang memakai tampak normal, bila tidak sedang memakai tampak kurang sehat, kurang percaya diri, murung gelisah, malas, semakin jelas dibandingkan tahap kedua (pemula).

Tahap madat, merupakan tuntutan dari tubuh pemakai narkotika secara berkala. Tubuhnya sendiri menuntut untuk semakin sering memakai dengan dosis yang semakin tinggi pula, dan jika tidak memakai akan mengalami penderitaan (sakaw). Pada tahap ini pemakai sama sekali tidak dapat lepas lagi dari narkotika. Gejala yang muncul pada tahap ini adalah : secara psikis sulit bergaul dengan teman baru, sensitif, mudah tersinggung, egois, mau menang sendiri, gemar berbohong dan menipu, sering mencuri, merampas, tidak tahu malu demi memperoleh uang untuk narkotika, dan secara fisik badannya kurus, lemah, loyo, mata sayu, gigi menguning kecoklatan dan keropos, serta terdapat bekas sayatan atau tusukan jarum suntik.

Dampak atau akibat buruk dari penyalahgunaan narkotika menurut Subagyo Partodiharjo antara lain adalah dampak terhadap fisik, dampak terhadap mental dan moral, serta dampak terhadap keluarga, masyarakat, dan bangsa.
 Dampak terhadap fisik, pemakaian narkotika yang sudah sampai pada tahap berkala akan mengalami sakaw (rasa sakit yang tidak tertahankan) jika terlamabat mengonsumsi narkotika, pemakai narkotika juga dapat mengalami kerusakan pada organ-organ vital tubuh sebagai akibat langsung dari adanya narkotika dalam darah, seperti : kerusakan paru-paru, ginjal, hati, otak, jantung, dan usus. Sedangkan penyakit sekunder yang ditimbulkan akibat pemakaian narkotika adalah dapat terkena penyakit infeksi seperti hepatitis B/C, HIV/AIDS, dan sipilis (sejenis penyakit kelamin yang disebabkan oleh bakteri spirochaeta pallid).

Pemakaian yang overdosis akan berakhir pada sebuah kematian. Dampak terhadap mental dan moral, pemakaian narkotika yang berupa kerusakan fisik seperti kerusakan pada sel-sel otak, syaraf, dan seluruh jaringan tubuh, beserta organ-organ vital tubuh lainnya dapat menyebabkan munculnya stres pada yang bersangkutan, sehingga semua penderitaan yang dialami tersebut membuat perubahan pada sifat/perangai, sikap, serta perilaku seperti: paranoid atau selalu curiga dan bermusuhan, psikosis atau jahat, bahkan tidak peduli terhadap orang lain (asosial). Bahkan karena sudah menjadi kecanduan maka tidak sedikit pula penyalahguna narkotika yang mental dan moralnya rusak, kemudian menjadi penipu, penjahat, serta pembunuh sekedar untuk mendapatkan uang supaya dapat membeli narkotika.

Dampak terhadap keluarga, masyarakat, dan bangsa antara lain adalah berupa masalah psikologi, masalah ekonomi/keuangan, serta masalah kekerasan dan kriminalitas. Masalah psikologi akan muncul dalam keluarga yang mempunyai anggota keluarga sebagai penyalahguna narkotika, di antaranya adalah gangguan keharmonisan dalam rumah tangga karena rasa malu kepada tetangga dan masyarakat. Masalah ekonomi/keuangan juga akan menimpa keluarga dan masyarakat yang mempunyai anggota keluarga/anggota masyarakat sebagai penyalahguna narkotika. 

Banyak uang yang terbuang untuk pengobatan dalam jangka panjang serta banyak terjadi pencurian atau kehilangan barang di lingkungan keluarga/masyarakat tersebut. Masalah kekerasan dan kriminalitas merupakan akibat dari masalah ekonomi/keuangan, yang dapat meningkat menjadi kekerasan dan kriminalitas, yang bermula dari keluarga kemudian merembet ke tetangga, kemudian ke masyarakat luas, yang akhirnya sampai ke seluruh pelosok negeri. Kejahatan muncul di mana-mana, kekacauan merata, kemiskinan meluas, yang kesemuanya tersebut akan menghambat pembangunan dan menghancurkan masa depan bangsa.

Narkotika tidak selamanya membawa malapetaka, dan juga tidak selalu berkonotasi negatif. Apabila digunakan dengan baik, tepat dan benar narkotika akan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Penggunaan narkotika dan psikotropika yang dibenarkan hanyalah untuk kepentingan medis, misalnya untuk pembiusan pada saat operasi atau sebagai pengobatan penderita depresi, serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan yaitu sebagai bahan penelitian.

Penggunaan narkotika  ada yang digunakan secara legal dan ada pula narkotika dan psikotropika yang digunakan secara ilegal. Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika pada dasarnya berkaitan dengan pelanggaran  ketentuan  yang telah diatur oleh undang-undang. Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika ini berarti adanya pemakaian dan penggunaan narkotika  dan psikotropika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter yang jika digunakan secara terus menerus akan mengakibatkan seseorang menjadi pecandu narkotika dan psikotropika.

Penggunaan narkotika mempunyai sifat  bila dipergunakan tanpa dosis yang ditentukan oleh  dokter untuk kepentingan medis, dapat menimbulkan kecanduan yang semakin meningkat baik frekwensi penggunaannya maupun kekuatan jenis-jenisnya. Penggunaan  narkotika di   luar kontrol dokter inilah yang dinamakan penyalahgunaan narkotika dan dianggap membahayakan baik terhadap pribadi-pribadi maupun masyarakat.

Penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan oleh seseorang  akan tetapi menimbulkan efek ganda yaitu selain  terhadap dirinya  sendiri  juga terhadap masyarakat.  Hal ini dimungkinkan karena pribadi merupakan anggota masyarakat dan sebaliknya masyarakat berasal dari perseorangan. Di samping  itu penggunaan narkotika dan psikotropika  oleh seseorang akan menimbulkan  kerawanan bagi masyarakat berhubung karena si pemakai narkotika tersebut. 

Penyalahgunaan narkotika dewasa ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan sehingga menjadi masalah Nasional maupun Internasional yang mendesak. Indonesia saat ini bukan hanya merupakan daerah transit tetapi sudah menjadi daerah pemasaran. Hal ini sangat memprihatinkan sekali karena korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia akhir-akhir ini cenderung meningkat dan mencakup tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat yang mampu tetapi juga telah merambah ke kalangan masyarakat yang kurang mampu baik di kota maupun di pedesaan. Kasus-kasus narkotika saat ini sangat mengejutkan karena korbannya sebagian besar generasi muda yang masih sangat produktif sehingga ancaman rusaknya generasi penerus bangsa ada di depan mata. Penyalahgunaan narkotika saat ini tidak hanya melibatkan pelajar SMU dan mahasiswa tetapi sudah merambah pelajar setingkat Sekolah Dasar (SD).

Pada dasarnya narkotika di Indonesia merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin. Di lain pihak narkotika dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya menganggu ketahanan nasional. Oleh karena sifat-sifat yang merugikan tersebut, maka narkotika harus diawasi dengan baik secara nasional maupun internasional.

Dapat dikatakan bahwa pada saat ini Indonesia sedang dilanda penyalahgunaan narkotika yang sangat serius karena mengancam generasi muda. Remaja merupakan golongan yang rentan terhadap penyalahgunaan narkotika karena selain memiliki sifat dinamis, energik, selalu ingin mencoba mereka juga mudah tergoda dan mudah putus asa sehingga mudah jatuh pada masalah penyalahgunaan narkotika.

Problem penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks karena sudah menjadi penyakit masyarakat yang sulit untuk diberantas, karena masalah narkotika bukanlah semata-mata merupakan masalah hukum (perbuatan yang melanggar hukum) yang menjadi tanggung jawab pihak Kepolisian dan Pemerintah saja, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat sebab perkembangan, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika sudah memasuki fase yang sangat membahayakan dan merupakan ancaman strategis bagi kelangsungan kehidupan bangsa dan Negara ; Yang justru dengan peran serta masyarakat secara keseluruhan, tugas aparat penegak hukum menjadi mudah dan agak ringan sehingga komitmen dalam rangka perang melawan narkotika dapat berjalan dengan baik.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sulit untuk untuk menemukan apa yang dimaksud sebagai “pecandu narkotika”. Menurut kamus bahasa Indonesia istilah “Pecandu” adalah orang yang menggunakan candu (narkotika), bila dikaitkan dengan pengertian narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Narkotika, maka dapat dikaitkan bahwa pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika.
 

Penggunaan istilah pecandu narkotika digunakan untuk memudahkan dalam penyebutan bagi orang yang menggunakan narkotika dalam kondisi ketergantungan, untuk membedakan dengan penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar narkotika. Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan secara terus menerus akan mempengaruhi fungsi berfikir, perasaan dan perilaku orang yang memakainya. Keadaan ini bisa menimbulkan ketagihan (addiction) yang akhirnya mengakibatkan ketergantungan (dependence).

Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.  Addiksi adalah istilah yang dipakai untuk melukiskan keadaan seseorang yang menyalahgunakan obat sedemikian rupa sehingga badan dan jiwanya memerlukan obat tersebut untuk berfungsi secara normal. Ketergantungan, kecanduan, addiksi disebut penyakit, bukan kelemahan moral, meskipun ada unsur moral pada awalnya. Sebagai penyakit, penyalahgunaan narkotika dapat dijelaskan gejalanya yang khas, yang berulang kali kambuh (relaps), dan berlangsung progresif artinya semakin memburuk, apabila tidak ditolong dan dirawat dengan baik. 

Dikaitkan dengan dengan orang yang menggunakan narkotika, dalam UU Narkotika dapat ditemukan berbagai istilah antara lain:

Pecandu narkotika sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13 UU Narkotika).

Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. (Pasal 1 angka 14 UU Narkotika).  Ketergantungan fisik adalah suatu keadaan dimana tubuh membutuhkan rangsangan narkotika dan apabila pemakaiannya dihentikan akan menimbulkan gejala fisik yang dinamakan gejala putus zat. Sedangkan ketergantungan psikis adalah suatu keinginan yang selalu berada dalam ingatan, maka apabila pemakaian narkoba dihentikan akan menimbulkan kecemasan, kegelisahan dan depresi.

Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15 UU Narkotika)

Korban penyalahguna adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika (Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika)

Pasien sebagai orang yang berdasarkan indikasi medis dapat menggunakan, mendapatkan, memiliki, menyimpan dan membawa narkotika golongan II dan golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu.

Mantan pecandu narkotika adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik maupun psikis (Penjelasan Pasal 58 UU Narkotika).

Seseorang yang terlibat narkotika biasanya mengalami gangguan fungsi kerja tubuh dan perilaku dikarenakan oleh zat adiktif atau candu yang terkandung dalam berbagai jenis narkotika. Pengguna narkotika tidak dapat mengendalikan diri untuk berhenti begitu saja, sehingga menghilangkan kontrol sosial mereka. Keadaan seperti ini membuat mereka siap melakukan apa saja untuk mendapatkan narkotika. Inilah yang membentuk karakteristik para pemakai narkotika.

Menteri kesehatan dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 422/menkes/sk/iii/2010 tentang Pedoman Penatalaksanaan Medik Gangguan Penggunaan Napza, memberikan gambaran bagaimana karakteristik/parameter seorang pecandu narkotika yang dapat disimpulkan bahwa seseorang penyalahguna narkotika dapat dikatakan sebagai pecandu narkotika adalah seseorang yang memiliki ciri sebagai berikut:

Ciri pecandu narkotika secara umum:

Suka berbohong

Delusive (tidak biasa membedakan dunia nyata dan khayal)

Cenderung malas

Cendrung vandalistis (merusak)

Tidak memiliki rasa tanggung jawab.

Tidak bisa mengontrol emosi dan mudah terpengaruh terutama untuk hal-hal yang negatif.

Gejala dan ciri-ciri seorang pecandu narkotika secara fisik: Ketergantungan fisik mencakup gejala-gejala yang timbul pada fisik pecandu yang menyebabkan pecandu tidak dapat melepaskan diri dari ketergantungannya pada narkotika. Hal ini dipengaruhi oleh sifat toleransi yang dibawa oleh narkotika itu sendiri, yaitu keadaan dimana pemakaian narkotika secara berulang-ulang membentuk pola dosis tertentu yang menimbulkan efek turunnya fungsi organ-organ sehingga untuk mendapatkan fungsi yang tetap diperlukan dosis yang semakin lama semakin besar.

Secara fisik dapat disimpulkan bahwa cirri-ciri pecandu narkotika adalah:

Pusing/ sakit kepala.

Berat badan menurun, malnutrisi, penurunan kekebalan, lemah.

Mata terlihat cekung dan merah, muka pucat, dan bibir kehitam-hitaman.

Bicara cadel

Mual.

Badan panas dingin.

Sakit pada tulang- tulang dan persendian.

Sakit hampir pada seluruh bagian badan.

Mengeluarkan keringat berlebihan.

Pembesaran pupil mata.

Mata berair.

Hidung berlendir.

Batuk pilek berkepanjangan.

Serangan panik.

Ada bekas suntikan atau bekas sayatan di tangan.

Ciri-ciri pecandu narkoba secara psikologis:

Halusinasi
Pemakai biasanya merasakan dua perasaan berbeda yang intensitasnya sama kuat. Akibat dari ini menimbulkan penglihatan-penglihatan bergerak, warna-warna dan mata pemakai akan menjadi sangat sensitif terhadap cahaya terang. Berdasarkan eksperimen yang dilakukan terhadap hewan percobaan, efek hallucinogen ini mempengaruhi beberapa jenis zat kimia yang menyebabkan tertutupnya system penyaringan informasi. Terblokirnya saluran ini yang menghasilkan halusinasi warna, suara gerak secara bersamaan. Biasanya halusinasi ini merupakan efek dari penggunaan narkotika yang bersifat organic (ganja) tetapi dapat juga ditimbulkan oleh narkotika sintetis seperti putauw.

Paranoid.
Penyakit kejiwaan yang biasanya merupakaan bawaan sejak lahir ini juga dapat ditimbulkan oleh pengguna narkoba dengan dosis sangat besar pada jangka waku berdekatan. Pengguna merasa depresi, merasa diintai setiap saat dan curiga yang berlebihan. Keadaan ini memburuk bila pengguna merasa putus obat, menyebabkan kerusakan permanen dalam system saraf utama. Hasilnya adalah penyakit jiwa kronis dan untuk menyembuhka membutuhkan waktu sangat lama. Efek ini ditimbulkan oleh jenis shabu-shabu yang memancing keaktifan daya kerja otak sehingga melebihi porsi kerja otak normal.

Ketakutan pada bentuk-bentuk tertentu.
Pengguna narkoba pada masa putus zat (sakau) memiliki kecenderungan pisikologis ruang yang serupa diantaranya:

Takut melihat cahaya.

Mencari ruang sempit dan gelap.

Takut pada bentuk ruang yang menekan.

Mudah terpengaruh oleh warna-warna yang merangsang.

Histeria.
Pengguna cenderung bertingkah laku berlebihan diluar kesadarannya, ciri-cirinya adalah:

Berteriak-teriak

Tertawa-tawa diluar sadar

Menangis.

Merusak

Efek ini dapat ditimbulkan dari berbagai macam jenis narkotika karena pada dasarnya, efek pisikologis yang ditimbulkan narkotika juga dipengaruhi oleh pembawaan pribadi pecandu.

Masalah penyalahgunaan narkotika bukan merupakan aib keluarga, tetapi merupakan masalah nasional tanggung jawab bersama yang harus ditanggulangi secara terpadu, terkoordinir, terarah dan berkelanjutan serta dilakukan secara serius/sungguh-sungguh. Semua komponen bangsa harus merasa terpanggil untuk melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan melakukannya dengan penuh keikhlasan sebagai suatu ibadah. Pecandu narkotika secara kenyataan belum dapat dikatakan sebagai pecandu secara yuridis atau menurut hukum jika pecandu tersebut belum melakukan kewajiban dan hak pecandu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang narkotika

Di Indonesia, perkembangan pencandu narkotika semakin pesat. Para pencandu narkotika itu pada umumnya berusia antara 11 sampai 24 tahun.
 Artinya usia tersebut ialah usia produktif atau usia pelajar. Pada awalnya, pelajar yang mengonsumsi narkotika biasanya diawali dengan perkenalannya dengan rokok. Karena kebiasaan merokok ini sepertinya sudah menjadi hal yang wajar di kalangan pelajar saat ini. Dari kebiasaan inilah, pergaulan terus meningkat, apalagi ketika pelajar tersebut bergabung ke dalam lingkungan orang-orang yang sudah menjadi pencandu narkotika. Awalnya mencoba, lalu kemudian mengalami ketergantungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 sebenarnya sangat memberi kewenangan kepada para penegak hukum untuk dapat memeriksa secara benar apakah seseorang itu penyalahguna murni atau memang dia juga seorang pecandu, jika dia adalah seorang pecandu maka ia harus segera di rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 ini di perkuat dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, dalam SEMA No 3 Tahun 2011 ini Mahkamah Agung menyatakan bahwa dengan adanya aturan-aturan dalam Undang-Undang Narkotika dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, yang juga mengatur mengenai rehabilitasi bagi korban narkotika, memberikan posisi yang sangat sentral kepada Polisi, Jaksa dan Hakim khususnya terkait dengan penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial sejak dalam proses penyidikan, penuntutan sampai proses pemeriksaan di persidangan untuk membentuk penetapan, namun demikian hakim tetap diminta dalam memberikan perintah penetapan maupun putusan tetap memperhatikan dan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2010.

Badan Narkotika Nasional dalam menyikapi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 ini telah mengeluarkan Peraturan yaitu Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka atau Terdakwa Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, Dan Pecandu Narkotika, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika yang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika selama proses peradilan perlu penanganan secara khusus melalui penempatannya dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial guna memperoleh pengobatan dan perawatan dalam rangka pemulihan.

Peraturan Kepala BNN ini memberikan pedoman teknis dalam penanganan penyalahguna yang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa untuk dapat menjalani rehabilitasi medis dan/atau Rehabilitasi sosial selama proses peradilan berlangsung. Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 Peraturan ini Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 dijelaskan tata cara pengajuan permohonan agar tersangka atau terdakwa dapat di rehabilitasi yaitu tersangka atau terdakwa harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada penyidik, Jaksa Penuntut Umum, atau Hakim sesuai tingkat pemeriksaan, dalam Pasal 6 Peraturan ini juga dijelaskan syarat-syarat yang harus dilengkapin agar permohonan dapat diproses lebih lanjut.

Mendeteksi penyalahguna narkotika, disamping dengan pelaksanaan test narkotika, para pecandu narkotika yang sudah dewasa ataupun yang belum dewasa dihimbau agar segera melaporkan kasus kecanduannya untuk menjalani terapi rehabilitasi ditempat-tempat terapi rehabilitasi. Proses melaporkan diri itulah yang disebut wajib lapor. Kegiatan wajib lapor ini diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. 

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan  bahwa pecandu narkotika dan korban penyalah guna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dengan demikian jelas bahwa apabila ada penyalahguna narkotika secepat mungkin yang bersangkutan (apabila sudah dewasa) ataupun orang tua dari penyalahguna (apabila penyalahguna belum cukup umur) segera melaksanakan wajib lapor agar penyalah guna tersebut segera menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Masyarakat di sekitarnya harus memprakasai kegiatan wajib lapor ini agar segera dapat mencapai lingkungan bebas Narkoba.

Wajib Lapor Pecandu Narkotika dilakukan di Institusi Penerima Wajib Lapor, Pusat Kesehatan Masyarakat, rumah sakit dan atau lembaga rehabilitasi medis sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Nomor 1305/MENKES/SK/VI/2011 Tentang Institusi Penerima Wajib Lapor. Disamping itu, lembaga rehabilitasi sosial sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Wajib lapor dilakukan dengan melaporkan pecandu narkotika kepada Institusi Penerima Wajib Lapor. Dalam hal ini laporan dilakukan selain pada Institusi Penerima Wajib Lapor, petugas yang menerima laporan meneruskannya kepada Institusi Penerima Wajib Lapor. Pecandu yang telah melaksanakan wajib lapor dimaksud, wajib menjalani rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana rehabilitasinya. Rehabilitasi medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen. Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lembaga rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.

Pecandu narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud, dilaksanakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang sosial dan Badan Narkotika Nasional.

Di Indonesia, ada beragam perbuatan atau tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana narkotika. Bukan saja menanam, memelihara, menguasasi mengkonsumsi dan menyalahguna, tetapi juga memperdagangkan, mengimpor, ekspor, dan memproduksi. Orang yang tidak melaporkan perbuatan pidana narkotika tetapi mengetahui langsung perbuatan itu dapat terancam pidana.

Syarat penting untuk dipidananya perbuatan itu adalah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum. Artinya, jika penguasaan atas narkotika dilakukan oleh orang yang berhak, seperti dokter yang akan membius dan dilakukan tanpa melawan hukum, maka penggunaan narkotika dapat dibenarkan menurut hukum.

Berdasarkan konsep rehabilitasi yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa seorang pecandu narkotika juga tidak dapat dituntut secara pidana. Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pecandu narkotika yang sudah dewasa atau keluarganya melaporkan diri ke fasilitas rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan, maka pecandu sangat mungkin tidak dituntut secara pidana jika tertangkap. Syaratnya, sebelum penangkapan itu pecandu sedang atau sudah dua kali menjalani perawatan medis. 

Alasan tidak menuntut pecandu itu diatur tegas dalam Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan pecandu narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi medis dua kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk pemerintah tidak dapat dituntut pidana.

Pasal 107 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa masyarakat dapat melaporkan tindak pidana narkotika. Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Ini merupakan salah satu bentuk atau wujud peran serta masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan dan tindak pidana narkotika.

BAB III

METODE PENELITIAN

Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin.
 Dalam hal ini akan menggambarkan tentang menyampaikan aspirasi di depan umum yang menyebabkan anarkis Penelitian deskriptif ini dimulai dengan pengumpulan data yang berhubungan dengan pembahasan di atas, lalu menyusun, mengklasifikasikan dan menganalisisnya  serta kemudian menginterprestasikan data, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti. 

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan tentang hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

Sumber Data 


Jenis data penelitian ini data sekunder yang bersumber dari :.
Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat antara lain peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan efektivitas hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Perkapolri 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain tulisan atau pendapat pakar hukum pidana mengenai hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum skunder antara lain kamus besar Bahasa Indonesia, jurnal hukum atau majalah yang berkaitan dengan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Data diperoleh melalui beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet, jurnal serta sumber-sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan kepemilikan senjata api oleh warga sipil tanpa hak.

Analisis Data.

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika.

Sanksi pidana merupakan penjatuhan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan pidana. Jenis-jenis pidana ini sangat bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan baran-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan. Tujuan dari sanksi pidana adalah “untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, dan mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki dan untuk kejahatan tertentu membinasakan”.38
Tujuan hukuman dalam hukum positif pada dasarnya yaitu : 

Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat.

Untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.

Untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Untuk membebaskan rasa bersalah pada terpidana.39
Penjatuhan hukuman, khususnya di Indonesia pada saat ini adalah rasa keadilan untuk masyarakat, perlindungan untuk masyarakat agar kehidupan dapat berjalan dengan lancar. Hukuman yang dijatuhkan juga harus sesuai dengan besarnya kesalahan yang dibuat pelaku. Dapat  disimpulkan bahwa tujuan hukuman itu mempunyai dua fungsi, yaitu : 

Fungsi moral yang diwujudkan dalam bentuk pemuasan perasaan masyarakat untuk menjamin ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat. 

Fungsi sosial yang diwujudkan dalam usaha agar pelaku tindak pidana tidak melakukannya lagi.40
Andi Hamzah dan Siti Rahayu menyebutkan tujuan hukuman yaitu “untuk menakut-nakuti orang-orang agar tidak berbuat kejahatan”.41 Pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.

            Titel II Buku I KUHPidana yang berjudul ‘hukuman’ (straffen), tergambar sistim hukum pidana yang diturut di Indonesia. Sistim ini adalah sederhana, hanya disebutkan dalam Pasal 10 KUHPidana 4 (empat) macam hukuman pokok, ditambah dengan 3 (tiga) macam hukuman tambahan, yaitu:

Hukuman pokok, terdiri dari:

Hukuman mati.

Hukuman penjara.

Hukuman kurungan.

Denda.

Hukuman tambahan, yaitu:

Pencabutan hak-hak tertentu.

Perampasan barang-barang tertentu.

Pengumuman putusan hakim.

           Susunan jenis hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHPidana itu ditinjau, maka hukuman-hukuman itu dapat diperinci lagi dalam :

Hukuman mati.

Hukuman terhadap kebebasan yang berupa:

Hukuman penjara:

Seumur hidup.
Sementara (tijdelijk).

Hukuman kurungan.

Vermogensstraffen yaitu hukuman terhadap harta kekayaan berupa:

Denda.

Perampasan terhadap benda (kekayaan).

Erestraffen yaitu hukuman terhadap kehormatan, berupa pencabutan terhadap sesuatu hak.

Pengaturan narkoba di Indonesia dimulai sejak berlakunya Ordonansi Obat Bius (verdoovende Middelen Ordonantie, Stb 1927 No. 278 jo No 536) lalu diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Narkotika, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pengaturan narkoba tersebut dilatarbelakangi oleh penggunaan narkoba itu sendiri yaitu untuk kepentingan penelitian dan kepentingan medis, narkoba memang legal. Namun menjadi ilegal jika diluar kepentingan tersebut. Atas alasan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap maka para produsen dan pengedar narkoba diseret ke pengadilan untuk dijatuhi pidana.

Adanya beragam jenis sanksi hukum terhadap penyalahguna atau kejahatan narkotika sangat terkait dengan golongan narkotika. Adapun yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat ditarik kesimpulan bahwa hukuman tindak pidana narkotika adalah beragam, pidana penjara, denda dan hukuman mati. Hukuman mati tidak dikenakan terhadap penyalahguna narkotika Golongan I, II maupun III yang digunakan diri sendiri (Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). Sedangkan penyahguna narkotika yang dapat dikenai hukuman mati adalah penyalahguna golongan I dan II untuk kepentingan selain diri sendiri.

Kasus penyalahgunaan narkotika, hukuman yang dijatuhkan hakim merupakan hukuman yang bersifat hukuman badan, artinya suatu hukuman yang dijatuhkan atas badan, seperti hukuman mati dan hukuman. Hukuman mati dirasa perlu ditegaskan kepada pelaku  penyalahgunaan narkotika. Hal ini dianggap harus ditegaskan karena dampak dari pengguna narkotika yang berlebihan akan merugikan pengguna bahkan akan menyebabkan akibat yang fatal. Tujuan sanksi pidana mati adalah sebagai pencegahan agar pelaku tidak melakukan tindak pidana dan membebaskan negara dari pengaruh narkotika. 

Ketentuan mengenai sanksi pidana mati disebutkan dalam Bab XII Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat sanksi pidana mati pada Pasal 113, 114, 118, 119, 121, 144, yaitu sebagai berikut:

Pasal 113 :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi mengimpor, mengeksor atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidanapaling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114 :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118 :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119 :

Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidanadenda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121 :

Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk di gunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 144 :

setiap orang yang jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana di maksud dalam pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1), Dan Pasal 129, pidana maksimum ditambah dengan 1/3 (sepertiga)

Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) tidal berlaku bagi pelaku tindak pidana yang di jatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Urgensi Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika.

Narkotika dan psikotropika merupakan hasil proses kemajuan teknologi untuk dipergunakan kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Penyalahgunaan narkoba dewasa ini telah menyerang berbagai lapisan masyarakat, dan yang lebih mengkhawatirkan penyalahgunaan narkoba tertinggi justru terjadi pada kelompok para pekerja produktif, pelajar dan mahasiswa yang merupakan generasi bangsa untuk masa depan Indonesia. Fakta penyalahgunaan narkoba sudah sangat mengkhawatirkan apalagi banyak peredaran narkoba yang dikendalikan dari napi yang ada di lembaga pemasyarakatan (lapas). Terjadinya fenomena penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika dan narkotika, menuntut perlunya tindakan nyata untuk pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika dan narkotika tersebut.

Di negera-negara dimana penerapan hukuman mati masih dimungkinkan demi hukum, gerakan sosial politik untuk penghapusan pidana mati banyak pula diperjuangkan oleh lembaga lembaga advokasi Hak Asasi Manusia. Para Human Rights Defenders ini menggolongkan hukuman mati sebagai pelanggaran prinsip Hak Asasi Manusia yang bernilai universal yang mana hak-hak kodrati manusia juga untuk hidup tidaklah boleh dirampas dan tidak bisa dicabut oleh kekuasaan politik manapun juga.

Disisi lain hukuman mati dapat menjadi jawaban dari sejumlah kejahatan kategori berat, diantaranya narkotika dan psikotropika dengan harapan ke depan tidak ada yang mengulangi kejahatan tersebut. Walaupun amandemen kedua konstitusi UUD '45, Pasal 28 ayat (1), menyebutkan: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun", tapi peraturan perundang-undangan dibawahnya tetap mencantumkan ancaman hukuman mati.Alasan atas dilakukannya hukuman mati adalah pencegahan pembunuhan banyak orang di mana hukuman mati ini memberi efek jera bagi orang-orang lain yang mengetahuinya dan agar tidak terulang lagi karena takut akan hukuman. Selain itu masyarakat luas juga punya hak untuk hidup dan tidak disiksa. Untuk menjaga hak hidup masyarakat, maka pelanggaran terhadap hak tersebut patut dihukum mati.

Indonesia sebagai negara hukum, berdiri berdasarkan hukum yang ada. Dalam pelaksanaannya sebagai negara hukum, banyak pro dan kontra ketika negara hukum ini berusaha menegakkan hukum dan menjatuhkan hukuman mati bagi terdakwa. Batas hukuman mati adalah penghilangan nyawa seseorang yang telah melakukan kesalahan yang telah terbukti bersalah dengan keputusan pengadilan akan hukuman tersebut. 

KUHP mengenal dua macam hukuman yaitu hukuman badan dan hukuman pembayaran sejumlah uang. Hukuman badan berupa hukuman mati atau hukuman penjara dan hukuman kurungan. Sedangkan hukuman pembayaran sejumlah uang berupa hukuman denda dan hukuman membayar biaya perkara. Dari jenis-jenis hukuman badan tersebut, hukuman terberat adalah hukuman mati. 

Seorang terpidana yang dijatuhi hukuman mati akan dilaksanakan dengan menghilangkan nyawa terpidana. Berbagai cara eksekusi hukuman mati dilakukan dengan memenggal kepala, digantung, disetrum, dan ditembak, sedangkan negara kita menganut pelaksanaan hukuman mati dengan cara ditembak mati. Sampai sekarang hukuman mati masih memegang peranan penting karena selain di KUHP, di luar KUHP juga menganut ancaman hukuman mati bagi para pelanggarnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman mati masih dipandang sebagai obat yang mujarab yang berdampak pada pencegahan kejahatan karena dirasakan sebagai sesuatu yang menakutkan dan mengerikan.

Pidana mati merupakan hukuman yang terberat dari jenis-jenis ancaman hukuman yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab 2 Pasal 10 karena pidana mati merupakan pidana terberat yaitu yang pelaksanaannya berupa perampasan terhadap kehidupan manusia, maka tidaklah heran apabila dalam menentukan hukuman mati terdapat banyak pendapat yang pro dan kontra dikalangan ahli hukum ataupun masyarakat itu sendiri. 

Indonesia sebagai bagian dari negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, tidak lepas dari penghamba Hak Asasi Manusia, oleh karena Indonesia masih mencantumkan pasal-pasal tentang pidana mati dalam produk peraturan perundang-undangannya, di samping harus diakui banyak pula yang pro terhadap pidana mati.42
Adapun alasan-alasan umum yang diberikan oleh golongan yang menyetujui pidana mati adalah :

Orang-orang berbahaya harus dilenyapkan agar tidak mengganggu dan menghalangi kemajuan masyarakat.

Sebagai Perwujudan pembalasan.

Jika seorang penjahat besar yang dimasukan dalam penjara tidak dibunuh maka ketika ia bebas ia akan mengulangi perbuatan lagi.

Yang tidak dibebaskan akan menimbulkan kesulitan dan kekacaun dalam penjara.

Menakutkan orang lain hingga tidak berani turut berbuat.43
Baik yang kontra maupun yang pro, alasan yang diberikannya semua tertumpu pada Hak Asasi Manusia (HAM). Perlu kiranya diuraikan tentang argumentasi bagi keduanya, tentunya dengan tetap mengacu pada hukum nasional. “Hukuman mati tidak dapat dilaksanakan bagi kejahatan yang dilakukan oleh orang dibawah umur 18 tahun dan juga perempuan hamil”.44
Sebagian orang berpendapat bahwa pidana mati dibenarkan dalam hal-hal tertentu yaitu, apabila pelaku telah memperlihatkan dengan perbuatannya bahwa pelaku adalah orang yang sangat membahayakan kepentingan umum, dan oleh karena itu untuk menghentikan kejahatannya dibutuhkan suatu hukum yang tegas yaitu dengan hukuman mati. Dari pendapat ini tampak jelas bahwa secara tidak langsung tujuan pidana yang dikatakan oleh adalah benar yaitu untuk membinasakan.

Fungsi diberlakukannya hukuman bagi pelaku kejahatan salah satunya sebagai suatu pembelajaran tidak hanya bagi pelaku tapi juga bagi calon pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya atau tidak melakukan kejahatan yang sama. Hilangnya fungsi hukuman sebagaimana dipaparkan diatas, menimbulkan suatu harapan bahwa para aparat penegak hukum untuk bisa lebih berani dan tegas dalam memberikan keputusan hukumnya.

Menurut The Indonesian Human Rights Watch, terdapat tiga alasan utama mengapa penjatuhan hukuman mati seringkali di gunakan oleh pengadilan, antara lain :

Hasil penerapan ancaman hukuman mati digunakan oleh rezim colonial Belanda, kemudian dalam prakteknya terus digunakan sampai rezim orde baru untuk memberikan rasa takut bahkan menghabiskan lwan politik. Hal ini dapat dilihat pada penerapan kejahatan politik Pasal 104 KUHP.

Upaya menerbitkan beberapa katentuan hukum baru yang mencantumkan ancaman pidana mati sebagai langkah kopensasi politik akibat ketidakmampuan membenahi sistem hukum yang korup. Padahal ancaman pidana mati tidak pernah bisa membuktikan efektifitasnya mengurangi angka kejahatan termasuk narkotika.

Meningkatnya angka kejahatan dilihat semata sebagai tanggung jawab individu pelaku.45
Dipilihnya atau ditetapkannya pidana mati sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan pada hakikatnya merupakan suatu pilihan kebijakan. Dalam menetapkan suatu kebijakan, bisa saja orang berpendapat pro atau kontra terhadap pidana mati. 

Setelah kebijakan diambil/diputuskan dan kemudian dirumuskan (diformulasikan) dalam suatu undang-undang, maka dilihat dari sudut kebijakan/politik hukum pidana (penal policy) dan kebijakan kriminal (criminal policy), kebijakan formulasi pidana mati itu tentunya diharapkan dapat diterapkan pada tahap aplikasi.46
Keputusan Presiden menolak grasi dari terpidana mati menjadi dasar dan bagian dari proses hukuman eksekusi hukuman mati. Konsistensi hukuman mati dalam kasus narkoba diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara No. 2/PUU-V/2007 dan Perkara No. 3/PUU-V/2007 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang menolak permohonan untuk membatalkan hukuman mati. Dukungan terhadap hukuman mati karena dapat menimbulkan efek jera bagi pengedar nasional dan internasional. Hukuman mati ini sangat relevan dengan situasi darurat narkotika saat ini, meskipun masih ada perdebatan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 terkait pengujian konstitusionalitas hukuman mati yang dijatuhkan pada 30 Oktober 2007, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan UUD 1945, namun dalam kesimpulan akhirnya Mahkamah Konstitusi berpendapat agar di masa mendatang dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional, beberapa hal harus sungguh-sungguh menjadi perhatian, yaitu:

Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif; 

Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidanaberkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun; 

Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa; 

Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.47
Putusan Mahkamah Konstitusi telah dijelaskan bahwa penerapan sanksi pidana mati bagi para pelaku tindak pidana narkotika tidak melanggar hak asasi manusia, akan tetapi justru pelaku tersebut telah melanggar hak asasi manusia lain, yang memberikan dampak terhadap kehancuran generasi muda yang akan datang.Pelaksanaan pidana mati tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena “ hak setiap orang untuk hidup” sebagaimana tertera dalam Pasal 28 a dan 28 i ayat (1) harus dibaca dan ditafsirkan dalam kesatuan dengan Pasal 28 j ayat (2) yaitu dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dalam undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Pemberian sanksi pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sudah amat cukup jelas bahwa pidana mati adalah jalan akhir karna dalam penerapannya sangksi pidana mati amat sangat menakutkan bagi siapapun, dengan tujuan memberi efek jera pada si calon pelaku agar memperbaiki diri bila tidak ingin bernasip sama pada terpidana mati lainnya.

Pidana mati sangat pantas dijatuhkan pada para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan disini banyak kategorinya. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa penyalahgunaan tersebut meliputi perbuatan memproduksi, mengimpor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I ancamanya adalah hukuman mati.  Hukuman pidana mati ini dikenakan ketika bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

UU Narkotika dan UU Psikotropika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor  5 Tahun 1997) untuk “pengedar” dikenal adanya dua sistem perumusan jenis sanksi pidana  (strafsoort) yaitu sistem perumusan kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda dan sistem perumusan komulatif antara pidana penjara dan  pidana denda dan sistem perumusan komulatif-alternatif (campuran/gabungan) antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda. Kemudian untuk sistem perumusan lamanya sanksi pidana (strafmaat) dalam Undang-Undang Narkotika/Psikotropika juga terdapat dua sentence system.

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dijelaskan bahwa pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. 

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dijelaskan bahwa ketergantunagan narkotika adalah gejala dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus, toleransi dan gejala putus narkotika apabila penggunaan dihentikan. Sedangkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dijelaskan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. 

Sebagaimana yang diamanatkan dalam konsideran Undang-undang Narkotika, bahwa ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, namun disisi lain mengingat dampak yang dapat ditimbulkan dan tingkat bahaya yang ada apabila digunakan tanpa pengawasan dokter secara tepat dan ketat maka harus dilakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.49
Pengertian penyalahgunaan yang diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-undang Narkotika, maka secara sistematis dpat diketahui tentang pengertian penyalahgunaan Narkotika, yaitu penggunaan Narkotika tanpa pengetahuan dan pengawasan dokter. Praktek peradilan, konsekuensi logis dari perumusan normatif UU Narkotika/Psikotropika maka baik terhadap pengedar dan pengguna dijatuhkan pidana adalah wajar, apabila pengedar dijatuhi pidana relatif setimpal dengan kadar perbuatannya. Dalam UU Narkotika pengedar diancam dari hukuman mati sampai pidana penjara dan denda. Pada hakikatnya,penerapan sanksi pidana untuk pengedar narkotika relatif diperlukan.50
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pemerintah memberi batasan berat narkotika yang dapat di pidana hukuman mati (khusus bagi Bandar narkotika) yaitu Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu dalam hal perbuatan  memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau mlebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram, pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimaima dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur jenis sanksi pidana yang sangat berat terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Hal itu terlihat daripadanya jenis pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara maksimum 20 tahun, pidana kurungan dan pidana denda yang jumlahnya ratusan juta hingga milyaran rupiah.

Sesuai dengan pasal tersebut, maka sebenarnya pidana mati bisa saja diberikan bagi pelaku dalam tindak pidana narkotika namun dalam batasan dan kriteria tertentu sesuai ketentuan undang-undang narkotika. Undang-undang ini adalah sebagai penyempurna dari Undang-undang sebelumnnya, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor  9 tahun 1976.

Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa subyek hukum yang dapat dipidana kasus penyalahgunaan narkotika adalah orang perorangan (individu) dan korporasi (badan hukum). Sedangkan, jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku delik penyalahgunaan narkotika adalah pidana penjara, pidana seumur hidup, sampai pidana mati, yang secara kumulatif ditambah dengan pidana denda. Tindak pidana narkotika dalam sistem hukum Indonesia dikualifikasi sebagai kejahatan. Hal ini karena tindak pidana narkotika dipandang sebagai bentuk kejahatan yang menimbulkan akibat serius bagi masa depan bangsa ini, merusak kehidupan dan masa depan terutama generasi muda serta pada gilirannya kemudian dapat mengancam eksistensi bangsa dan negara.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa pada dasarnya mengklasifikasi pelaku tindak pidana (delict) penyalahgunaan narkotika menjadi dua yaitu pelaku tindak pidana yang berstatus sebagai pengguna (Pasal 116, 121 dan 127) dan bukan pengguna narkotika (Pasal 112, 113. 114, 119 dan 129) dan untuk status pengguna narkotika dibedakan menjadi dua yaitu pengguna untuk diberikan kepada orang lain dan untuk dirinya sendiri (Pasal 27 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). Penggunaan narkotika untuk dirinya maksudnya adalah penggunaan narkotika yang dilakukan seseorang tanpa melalui pengawasan dokter. Jika orang yang bersangkutan menderita kemudian mengalami ketergantungan maka ia harus menjalani rehabilitasi baik secara medis maupun sosialdan pengobatan serta masa rehabilitasinya akan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana. Sedangkan pelaku tindak pidana yang berstatus sebagai bukan pengguna diklasifikasi menjadi empat yaitu pengolah, pembawa, pengantar dan pengedar.

Berdasarkan dari uraian sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tindak pidana narkotika diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan sanksi pidana mati sebagai sanksi hukuman yang maksimal karena dampaknya sangat merugikan negara terlebih individu sendiri. Mengingat tindak pidana narkoba dan psikotropika termasuk dalam jenis tindak pidana khusus maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 (dua) jenis pidana pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda. 

Penjatuhan dua hukuman pokok sekaligus dalam KUHP memang tidak dimungkinkan sehingga tidak ada hukuman yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan pidana denda karena KUHP hanya menghendaki salah satu pidana pokok saja. Namun demikian, sebagai tindak pidana yang bersifat khusus, maka untuk tindak pidana narkoba dan psikotropika, hakim diperbolehkan untuk menghukum terdakwa dengan dua pidana pokok sekaligus yang pada umumnya berupa pidana badan (berupa pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara) dengan tujuan agar pemidanaan itu memberatkan pelakunya agar tindak pidana dapat ditanggulangi di masyarakat.

Penerapan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Hukuman mati sebagai sanksi ta’zir tertinggi hanya diberikan kepada pelaku jarimah yang berbahaya sekali, berkaitan dengan jiwa, keamanan, dan ketertiban masyarakat, oleh karena itu, sangatlah tepat jika menetapkan hukuman mati bagi produsen atau pengedar narkotika, kedua jarimah ini sangatlah membahayakan manusia. Sehingga mampu memberikan rasa keadilan kepada semuanya, menjaga keamanan manusia dimuka bumi serta menjaga agar tidak terjadi teror di masyarakat dan teror yang membahayakan negara.

Hukuman mati dalam Islam disebut qishas. Qishash adalah hukuman pokok bagi perbuatan pidana dengan objek (sasaran) jiwa atau anggota badan yang dilakukan dengan sengaja. Dalam hal ini hukum Islam juga berpendirian sama yaitu kalau dengan cara pendidikan tidak menjerakan si pelaku jarimah dan malah membahayakan bagi masyarakat hukuman ta’zir bisa diberikan dalam bentuk hukuman mati atau penjara tidak terbatas.

Dalam Islam, ada beberapa tujuan diberlakukannya sanksi ta’zir yaitu sebagai Preventif (pencegahan), ditunjukan bagi orang lain yang belum melakukan qishash, Represif (membuat pelaku jera), dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan qishash dikemudian hari, Kuratif (islah), ta’zir harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari, Edukasi (pendidikan), diharapkan dapat merubah pola hidupnya kearah yang lebih baik.

Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan bahwa sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika adalah ta’zir, yang menjadi pertimbangan fatwa ini adalah bahwa untuk mencegah terjadi penyahgunaan narkotika yang merugikan kerugian jiwa dan harta benda yang sangat mengganggu pikiran, keamaan dan suksesnya pembangunan, perlu adanya usah-usaha dan tindakan-tindakan berikut:

Menjatuhkan hukuman berat atau keras terhadap penjual atau pengedar atau penyelundup bahan-bahan narkotika sampai dengan hukuman mati.

Menjatuhkan hukuman berat terhadap petugas-petugas keamanan dan petugas-petugas pemerintahan sipil dan militer yang memudahkan, meloloskan, membiarkan apalagi melindungi sumber, penjual, pengecer, pengedar gelap narkotika agar di salahgunakan

Mengeluarkan peraturan-peraturan yang lebih keras dan sanksi-sanksi yang lebih berar terhadap mereka yang mempunyai legalitas untuk penjualan narkotika agar tidak disalahgunakan.

Mengadakan usaha-usaha preventif dengan membuat undang-undang mengenai penggunaan dan penyalahgunaan narkotika.

Mengenai ketentuan pidana bagi pengedar narkotika dimasukan kedalam jarimah ta’zir penguasa (ulil amri) yang merupakan jarimah ta’zir yang dijatuhkan oleh hakim melalui pertimbangan-pertimbangan hakim. Hukuman ta’zir tersebut dijatuhkan apabila perbuatan jarimah dikerjakan akan merugikan kepentingan dan ketertiban umum. Prinsip penjatuhan ta’zir, terutama yang berkaitan dengan ta’zir yang menjadi wewenang penuh ulil amri, artinya baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa, ditunjukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum yang bermuara pada kemaslahatan umum. 

Ketertiban umum atau kepentingan umum sebagaimana kita ketahui sifatnya labil dan berubah sesui dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Sanksi pidana mati bagi pengedar narkotika merupakan pemberatan pemidanaan yang dilakukan kepada kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) dimana kejahatan tersebut merupakan kejahatan transnasional yang teroganisir secara rapi yang dampaknya luar biasa. Maka hukuman beratpun dapat dijatuhkan jika dirasa sesuai dengan kebutuhan saat ini, sekalipun hukuman mati terhadap pelaku narkotika. Mengapa hukuman mati dirasa perlu di jatuhkan terrhadap pengedar narkotika, karena narkotika dampaknya sangat luas dan dapat merugikan kepentingan dan ketertiban umum. ada beberapa factor yang bisa mempengaruhinya. 

Abdul Qadir Audah, seorang ahli hukum pidana Islam dari Mesir mengatakan bahwa prinsip hukum dalam Islam dapat disimpulkan dalam dua (2) prinsip pokok, yaitu :

Menuntaskan segala perbuatan pidana dengan mengabaikan pribadi terpidana dan memperbaiki sikap terpidana sekaligus memberantas segala bentuk tindak pidana.

Memberantas segala bentuk tindak pidana bertujuan untuk memelihara stabilitas masyarakat sedangkan untuk pribadi terpidana bertujuan untuk memperbaiki sikap dan perilakunya.

Narkoba dalam hukum Islam adalah bagian dari khamar, meskipun status hukum narkoba dalam konteks fiqih memang tidak di sebutkan secara langsung baik dalam al-Qur’an maupun hadist, karena masalah narkoba tidak dikenal pada masa Nabi Muhammad Saw, namun demikian ulama telah sepakat, bahwa narkoba itu haram, karena dapat merusak jasmani dan rohani manusia melebihi khamar.menurut Ahmad As-Syarbashi, bahwa tanpa diqiyaskan kepada khamr pun, ganja dan narkotika dapat dikategorikan sebagai khamar yaitu haram, karena dapat merusak akal.

Adapun tujuan dari hukum pidana Islam adalah untuk menciptakan keadilan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap individu dan masyarakat, baik yang berkaitan dengan jiwa,harta maupun kehormatan.

Hukuman mati dalam hukum Islam terdapat 3 kategori sekaligus, yaitu dalam bentuk hudud, qishash dan ta’zir. Dalam bentuk hudud, berupa rajam dan hukum bunuh. Dalam bentuk qishash, berupa balasan pembunuhan, dan dalam bentuk ta’zir, berupa al-qatlu al-siyasi hukuman mati yang bentuknya disesuaikan dengan kebijakan hukum penguasa.

Pidana ta’zir, hukuman mati bisa saja diberlakukan jika hukuman dianggap mampu atau menjadi satu-satunya cara memberikan kemaslahatan kepada masyarakat. Hukuman mati dalam ta’zir diatur dalam nash al-Quran dan Hadis, namun kewenangan diserahkan sepenuhnya kepada penguasa, kadar hukumnya tidak dibatasi. Misalnya hukuman mati bagi mata-mata spionase, residivis, pengedar narkoba, ataupun koruptor.

Kebanyakan Fuqaha mazhab Hanafiyah memperbolehkan hukuman mati terhadap khamr termasuk narkotika karena sifanya merusak sebagai dan menyebutnya pembunuhan dikarenakan motif politik. Beberapa ulama’ mazhab Hanabilah terutama Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim serta beberapa muridnya juga mendukung pendapattadi. Pendapat tersebut juga didukung oleh beberapa ulama’ Malikiyah Hanafi. 

Adapun pendapat ulama mazhab tentang hukuman narkotika adalah: Berkenaan dengan penjatuhan hukuman terhadap pengedar narkotika, Yusuf Al Qardawi memberikan fatwa bahwa pemerintahan (negara) harus memerangi narkotika dan menjatuhkan hukuman yang sangat berat kepada yang mengusahakan dan mengedarkannya. Dengan dalil bahwa hakikatnya pengedar narkotika telah membunuh bangsa-bangsa demi mengeruk kekayaan. Mereka layak mendapatkan hukuman qisash MUI (Majelis Ulama Indonesia) telah mengeluarkan Fatwa Nomor 53 Tahun 2014 terkait dengan hukuman bagi produsen, bandar, pengedar dan penyalahguna narkoba. Dalam fatwa itu berisi tentang haramnya narkoba sehingga penghukuman bagi bandar narkoba merupakan salah satu langkah pencegahan barang haram itu beredar dan merusak masa depan bangsa. Hukuman berat bagi jera dan demi kemaslahatan Bersama.

Kemudian lebih lanjut al-Qardhawi menyatakan memang di dalam Al-Quran dan Hadist menyebutkan pengharaman khamr, tetapi tidak menyebutkan keharaman bermacam-macam benda padat yang memabukkan, seperti ganja dan heroin. Maka bagaimanakah hukum syara' terhadap penggunaan benda-benda tersebut, sementara sebagian kaum muslim tetap mempergunakannya dengan alasan bahwa agama tidak mengharamkannya, ganja, heroin, serta bentuk lainnya baik padat maupun cair yang terkenal dengan sebutan mukhaddirat (narkotika) adalah termasuk benda-benda yang diharamkan syara' tanpa diperselisihkan lagi di antara ulama.

Penjelasan yang telah dipaparkan di atas, ada beberapa hal eksekusi mati bagi terpidana mati tindak pidana narkotika  tidak bertentangan dengan hukum Islam, antara lain :

Pertimbangan dalil hukum Keberadaan narkotika tidak ada di dalam AlQur’an maupun hadits yang mengaturnya, walaupun tidak ada yang mengaturnya berdasarkan dalil-dalil di bawah ini: Narkotika dapat membahayakan kesehatan dampak dari mengkonsumsi narkotika ini sangat membahayakan bagi kesehatan manusia dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Sedangkan dalam ajaran Islam pada hakekatnya adalah bertujuan untuk kebaikan atau kemaslahatan umat manusia di dunia ini.

Tujuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan “Pada hakekatnya hukum Islam itu sebagai pedoman bagi umat Islam dalam bersikap tindak di atas dunia ini. Hukum Islam sebagai pedoman hidup berisikan larangan dan perintah bagi umatnya, sebenarnya larangan yang diatur dalam hukum Islam merupakan upaya preventif agar umat Islam terhindar dari perbuatan yang merugikan dirinya sendiri dan orang lain”. Berdasarkan keterangan yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika telah sesuai dengan ajaran Islam, hal ini dikarenakan mengkonsumsi narkotika tidak mendatangkan kebaikan (kemaslahatan) tetapi akan merugikan bagi orang yang mengkonsumsi itu sendiri. Sedangkan dalam ajaran Islam mengutamakan untuk kemaslahatan bagi umatnya.

Islam tidak menghendaki kemudharatan “Dalam ajaran Islam senantiasa memperingatkan kepada umatnya untuk menghindari segala macam bentuk perbuatan, perilaku yang dilarang dan mendatangkan kemudharatan. Seperti mengkonsumsi narkotika hal ini merupakan bentuk kemudharatan, dimana dampak dari narkotika ini sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, bahkan dapat mendatangkan kematian jika dikonsumsi terus menerus”

Analisis Islam meletakkan hukum tersebut sebagai usaha untuk mengikis habis sampai keakar-akarnya, sehingga dengan diberatasnya kejahatan pengedaran narkotika sehingga masyarakat, terutama kalangan generasi muda akan terhindar dari perbuatan yang membahayakan kesehatan bahkan kematian. Berbagai pihak dikerahkan untuk dapat menerapkan undang-undang narkotika ini secara konsekuen, sebab bila suatu undang-undang yang telah ditetapkan, tidak dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, maka akan bermunculan berbagai pelanggaran, dan para pelanggar akan mengabaikan undang-undang yang telah ditetapkan, dan diberlakukan di seluruh wilayah negara,bahkan pelakunya tidak jera. Hari ini ditangkap dan diadili, besok muncul lagi yang baru, begitulah seterusnya tanpa adanya rasa takut untuk melanggar.

Pertimbangan-pertimbangan menyangkut pencegahan, baik pelanggaran khusus, maupun pelanggaran potensial yang lain dan perbaikan pelanggaran melalui hukuman didasarkan pada asumsi tertentu yang menyangkut pola-pola dan motivasi perilaku manusia. Namun keputusan penerapan hukuman tertentu, terhadap suatu pelanggaran yang ada, bahkan bila dijustifikasikan sebagai pencegahan atau perbaikan, didasarkan pada pertimbangan nilai yang berlebihan, atau tidak tepatnya pelanggaran tersebut. Dengan kata lain, ketidakpantasan yang berlebihan suatu hukuman yang ada dapat menghilangkan nilai pencegahannya, atau hilang potensi untuk memperbaiki, dan oleh karena itu mengantarkan kearah perbaikannya”.

Kurang efektifnya penegakan hukum selama ini, membuat peredaran penyalahgunaan narkotika tetap berlangsung, walapun dengan adanya peredaran penyalahgunaan narkotika sedikit berkurang, dan upaya penegakan hukum akan tetap dilaksanakan demi terhapusnya peredaran penyalahgunaan narkotika. Ajaran Islam jelas melarang seseorang mencari penghidupan dengan jalan yang tidak diridhoi Allah SWT yaitu menjual barang yang membahayakan kesehatan, sehingga sesuatu yang diperoleh dari usaha-usaha yang di dapat dari hasil menjual barang yang berbahaya bagi kesehatan manusia, bila dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah tidak akan mendapat pahala.

Masalah penegakkan hukum peredaran penyalahgunaan narkotika yang sudah menjadi komitmen nasional dan masalah global, sehingga perlu diantisipasi karena masalah ini menyangkut berbagai pihak dan melibatkan banyak orang. Dengan demikian masalah peredaran narkotika merupakan masalah penting, karena selain menyangkut masalah ekonomi, tetapi juga dapat berhubung menjadi isu politik jika pelakunya menyangkut warga Negara asing, seperti kelompok pengedar narkotika Bali Nine.

Berkenaan dengan penerapan hukuman mati terhadap terpidana tindak pidana penyalahgunaan narkotika, terutama terpidana mati kasus narkotika, akan penulis kemukakan beberapa pandangan masyarakat Bengkulu, seperti pemuka agama, pemuka masyarakat, kalangan mahasiswa dan remaja. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada pemuka agama dan pemuka masyarakat, diketahui bahwa mereka sangat mendukung kebijakan pemerintah yang menerapkan hukuman mati bagi para pengedar dan Bandar narkotika.

Alasan mendukung penerapan hukum mati tersebut, disebabkan disamping dampak mengkonsumsi narkotika sangat membahayakan bagi kesehatan mausia, seperti terjadi gangguan dan kerusakan organ tubuh (jantung, hati, ginjal), syaraf dan otak, bahkan telah banyak korbannya meninggal dunia. Disamping itu juga mereka menyorotinya dari tinjauan hukum Islam terutama oleh pemuka agama, bahwa dalam ajaran Islam pada umumnya mengajarkan tentang kebaikan dan menghindari segala sesuatu yang mengandung kemudharatan, dengan perkataan lain ajaran Islam bertujuan utuk mengantisipasi umatnya mencelakakan atau menzalimi dirinya dan orang lain.

Sebagain korban pengguna narkotika itu telah banyak yang meninggal dunia, jadi secara tidak langsung pengedar dan bandar narkotika itu telah membunuh orang lain, maka mereka juga dikenakan perbuatan yang sama, yaitu jika membunuh ia juga harus dibunuh hal ini dikenal dengan istilah qishash.

Sejalan dengan paparan yang peneliti jelaskan diatas, dikonfirmasikan kepada beberapa orang mahasiswa tentang penerapan hukuman mati, mempunyai pendapat yang beragam sebagian dari mahasiswa tersebut menyetujui kebijakan pemerintah yang telah dilaksanakan oleh beberapa pengadilan negeri di Indonesia tentang penerapan hukuman mati, bagi pelaku atau pengedar narkotika.

Fuqoha hanafiyah dan malikiyah memperbolehkan hukuman ta’zir itu sampai berupa hukuman bunuh. Mereka menyebutnya dengan istilah hukuman bunuh sebagai bentuk kebijakan yang pas dan tepat. Artinya, jika memang hakim melihat adanya kemaslahatan di dalamnya dan jenis kejahatan yang di lakukan di dalamnya memang ancaman hukumannya adalah hukuman bunuh, seperti dalam kasus si pelaku berulang kali melakukaannya atau mencandu minuman keras dan narkoba, biasa dan selalu melakukan tindak kriminal atau perilaku menyimpang berupa melakukan hubungan seks dengan sesama dengan sesama jenis, atau pembunuhan dengan batu, tongkat atau kayu.

Dari uraian pembahasan di atas mengenai narkotika dan segala aspek didalamnya yang telah dideskripsikan, di analisa mulai dari pengertian narkotika, status hukum narkotika, ketentuan pidana bagi pengedar narkotika sampai dengan hukuman mati bagi pengedar narkotika, maka dapat ditemukan persamaan dan perbedaan mengenai konsep dari pembahsan tersebut, yaitu:

Persamaan

Dalam hukum Islam dan UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika dihukumi haram dan dilarang karena di dalamnya terdapat dampak yang sangat luas baik dari segi kesehatan, sosial, merusak moral dan mental seseorang, dan biang dari semua kejahatan. Mudharat yang ditimbulkannya lebih besar dari pada manfaatnya bahkan hampir tidak ada manfaat yang diperoleh.
Dalam hukum Islam dan UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika terdapat ketentuan pidana "maksimum khusus", yaitu dalam hukum Islam adalah hukuman ta’zir dengan hukuman mati, dan didalam UU yaitu pidana mati.

Dalam hukum Islam hukuman mati merupakan hukuman pengecualian, hukuman mati merupakan hukuman yang apabila aturan hukum sebelumnya sudah tidak efektif lagi diterapkan atau tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku kejahatan dan juga merupakan hukuman yang bersifat khusus atau alternative

Dalam hukum Islam dan UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika, hukuman mati yang dijatuhkan kepada pengedar narkotika timbul atas kebijaksanaan dan otoritas hakim, melalui pertimbangan-pertimbangan hakim.

Dalam hukum Islam dan UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam hukuman mati terhadap pengedar narkotika mengesampingkan hak asasi terpidana guna menjaga kemaslahatan hidup manusia, yang mana dalam UU lebih mengedepankan kepentingan umum serta menggunakan azaz lex spesialis derogate lex generalis (ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum) dalam menerapkan undang-undang. Sebagaimana hukum Islam bahwa untuk tujuan kemaslahatan umat manusia (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) hak hidup terpidana dapat dikesampingkan. hukum Islam maupung UU memandang bahwa hukuman mati terhadapa tindak pidana narkotika dapat diterapkan sebagai salah satu produk hukum dalam system hukum bagi pelaku kejahatan narkotika.

Hukum Islam maupun hukum positif sepakat untuk menerapkan hukuman mati bagi pengedar narkotika, karena penyalahgunaan narkotika pada tingkat pengedar memang menghawatirkan dan lebih bahaya dari pemakai narkotika. Korban yang ditimbulkan dari peredaran narkotika bisa merenggut pemakai, pembuat, kurir, pengedarnya sendiri dan lain-lain. Serta dilihat dari fakta pidana yang dijatuhkan sebelumnya tidak menimbulkan efek jera, jadi hukuman mati diterapkan agar penyalahgunaan narkotika menurun dan dapat menakut-nakuti para pelaku kejahatan terutama kejahatan narkotika.

Perbedaan :

Dasar penerapan hukuman mati bagi pengedar narkotika dalam hukum Islam menggunakan Sumber Utama hukum Islam yaitu Al-Qur’an dan Sunah, serta Ijtihad para Ulama’ yang mangqiyaskan narkotika dengan khamar melalui dalil-dalil yang qath’i. Sedangkan undang-undang perepan hukuman mati didasarkan pada Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dalam hukum Isalm tidak ada istilah narkotika yang kemudian ulama fiqh menganalogikan narkotika dengan khmar, karena ciri-ciri dan akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika sama dengan akibat khamar yaitu memabukan dan membuat lemah. Sehingga penetapan hukum narkotika disamakan dengan khamar, yang mana  peminum khamar dapat dihukum mati melalui ijtihad berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist. Penerapan pidana mati terhadap kejahatan narkotika adalah pendapat dan kesepakatan Jamhur Ulama. Sehingga belum ada kepastian hukum seperti adanya nash sebagai dasar hukum tertinggi dalam hukum Islam. Sedangkan dalam undang-undang narkotika selalu berubah menyesuaikan kebutuhan dalam rangka menetapkan jenis-jenis narkotika dan jenis-jenis pidana narkotika yang diancam dengan hukuman mati yang dijadikan pedoman hakim dalam memberikan hukuman terpidana hukuman mati. Sehingga sudah adanya kepastian hukum dalam undang-undang.

Dalam menetapkan pidana mati bagi pengedar narkotika dalam hukum Islam di indonesia bersumber dari fatwa MUI :

Menjatuhkan hukuman berat atau keras terhadap penjual atau pengedar atau penyelundup bahan-bahan narkotika sampai dengan hukuman mati.

Menjatuhkan hukuman berat terhadap petugas-petugas keamanan dan petugas-petugas pemerintah sipil dan militer yang memudahkan, meloloskan, membiarkan apalagi melindungi sumber, penjual, pengecer, pengedar gelap narkotika agar tidak disalahgunakan.

Mengeluarkan peraturan-peraturan yang lebih keras dan sanksi-sanksi yang lebih berat terhadap mereka yang mempunyai legalitas untuk penjualan narkotika agar tidak disalahgunakan.

Mengadakan usaha-usaha preventif dengan membuat undang-undang mengenai penggunaan dan penyalahgunaan narkotika. hukum positif dari segi metode penerapan hukuman mati pada tindak pidana narkotika menggunakan metode yang tercantum dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dalam hukum Islam penerapan pidana mati dikenakan bagi peminum khamar apabila pelaku tersebut mengulangi kesalahannya kembali. Sedangkan dalam hukum positif penerapan hukuman mati dikenakan bagi pengedar narkotika dengan ketentuan jenis narkotika dan ukuran narkotika yang di edarkan.
Dari uraian di atas sudah dijelaskan bahwasanya narkoba mempunyai dampak yang sangat membahayakan bagi kalangsungan hidup manusia baik jiwa, akal, dan harta bendanya. Sedangkan tujuan syariat Islam dan undang undang ialah memelihara kehidupan manusia. Berdasarkan uraian di atas mengedarkan narkoba sama halnya menghancurkan dan mematikan kehidupan manusia secara massal. Dengan demikian untuk mencegah pembunuhan secara massal hukuman mati bagi pengedar narkoba adalah sangat relevan menurut hukum Islam dan undang undang karena dalam Islam ada hukum qishah yaitu pembalasan yang setimpal. Jadi pengedar narkoba dihukum mati dalam Islam hal itu disamakan dengan hukum qishas. Maka sudah sewajarnya bila terhadap pengedarnya dihukum yang berat, bahkan dihukum mati sekalipun. Hal tersebut juga sesuai dengan kaidah ushul fiqh yaitu: “menolak kemafsadatan dan mendapatkan kemaslahatan“.

Kaidah ini merupakan upaya agar manusia terhindar dari kesulitan dan dengan sendirinya akan mendapat kemaslahatan, kemaslahatan membawa manfaat bagi kehidupan manusia, sedangkan mafsadah mengakibatkan kemudaratan bagi kehidupan manusia. Dengan demikian hukuman mati bagi pengedar narkoba sangat dibenarkan menurut Islam dan undang undang karena mengingat dampaknya yang sangat berbahaya terutama bagi generasi muda yang menjadi tonggak pembangunan negeri ini di masa mendatang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengaturan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika diatur dalam  Pasal 113, 114, 118, 119, 121, 144 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Pengaturan narkotika tersebut dilatarbelakangi oleh penggunaan narkotika itu sendiri yaitu untuk kepentingan penelitian dan kepentingan medis, narkotika memang legal. Namun menjadi ilegal jika diluar kepentingan tersebut. Atas alasan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap maka para produsen dan pengedar narkoba diseret ke pengadilan untuk dijatuhi pidana.

Urgensi hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika khususnya pengedar narkotika sudah sangat tepat karena salah satu persoalan besar yang tengah di hadapi bangsa Indonesia adalah peredaran narkotika yang amat sangat menghawatirkan dan Indonesia dapat di kategorikan sebagai darurat terhadap peredaran narkotika, penjatuhan pidana mati yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dimaksudkan untuk memberikan efek jera ditujukan kepada seluruh masyarakat agar meraka yang masih menjadi pelaku pengedar narkotika agar segera berhenti karna sanksi yang di berikan kepada pelaku pengedar narkotika ialah pidana mati.

Penerapan hukuman mati dalam perspektif Hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana narkotika khususnya produsen, bandar, dan pengedar, dapat dibenarkan sebagai bentuk ta'zir (hukuman diskresioner) yang bertujuan untuk melindungi kemaslahatan umat (mashlahah mursalah), terutama dalam menjaga akal dan jiwa manusia. Ulama sepakat bahwa narkotika hukumnya haram karena termasuk dalam kategori muskir (memabukkan) atau zat yang menghilangkan akal dan menimbulkan kemudaratan (kerusakan) yang luar biasa, merusak individu dan tatanan masyarakat. Pengharaman ini didasarkan pada prinsip umum dalam Al-Qur'an dan Hadis yang melarang segala sesuatu yang buruk dan merusak. Mayoritas fuqaha (ahli fikih) memandang bahwa kejahatan narkotika, terutama yang dilakukan oleh bandar dan pengedar, dapat dikenakan hukuman berat, termasuk hukuman mati, melalui mekanisme ta'zir.
Saran 

Perlu sanksi tegas dan penerapan yang adil dalam pemberian sanksi pidana mati bagi pelaku pengedar narkotika agar tercapai nya penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berisikan sanksi pidana mati bagi pelaku pengedar narkotika.

Perlu meningkatkan usaha-usaha dalam arti luas baik melalui pemidanaan maupun non pemidanaan dalam rangka mengurangi tidak pidana atau dipidana matinya si pelaku kejahatan dan hakim dalam menggunakan lembaga hukum, dalam memberikan sanksi pidana mati ini sebaiknya sebagai efek jera yang di tujukan kepada masyarakat dan sebagai rem darurat dengan mempertimbangkan faktor kejiwaan si pelaku tindak pidana.

Perlunya penambahan peralatan atau fasilitas yang digunakan dalam proses penangkapan dan penyidikan, agar dalam pemeriksaan terhadap pelaku pengedar dapat merjalan secara maksimal dalam melengkapi berkas persidangan agar dalam menjalankan eksekusi pidan mati dapat berjalan dengan baik, dan tidak mendapat banyak hambatan.
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